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ABSTRAK 

Pembangunan kabel serat optik bawah laut Di Provinsi Maluku, memerlukan perizinan 
mengenai pemanfaatan ruang laut. yang sesuai dengan dokumen RZWP-3-K yang diatur oleh 
Perda No.1 Tahun 2018 Mengenai RZWP-3-K 2018-2038. SIG dapat dimanfaatkan untuk 
mengidentifikasi rencana jalur yang melewati pola ruang dan berpotongan dengan struktur 
ruang dalam RZWP-3-K. Proses ini dilakukan dengan menggunakan teknik overlay identity dan 
overlay intersect. Hasil pemrosesan data menunjukkan bahwa rencana jalur kabel serat optik 
melewati kawasan pariwisata sepanjang 6.757 km, kawasan pemanfaatan air laut selain energi 
sepanjang 0.617, kawasan perikanan sepanjang 2.039, dan kawasan transportasi sepanjang 
1.390. Serta, berpotongan dengan sistem jaringan energi sebanyak 1 tititk, sistem jaringan 
telekomunikasi sebanyak 1 titik, dan sistem jaringan transportasi sebanyak 8 titik. Hasil analisis 
kesesuaian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Perda RZWP-3-K Provinsi Maluku 2018-
2038 menunjukkan bahwa rencana jalur kabel serat optik harus memperoleh izin karena 
melewati kawasan pariwisata dan kawasan pemanfaatan air laut selain energi. Untuk objek 
pada struktur ruang laut seperti sistem jaringan energi dan sistem jaringan telekomunikasi 
yang berpotongan dengan rencana jalur, perlu dilakukan koordinasi terkait keselamatan dan 
keamanan dari objek-objek tersebut. 

Kata kunci: Kabel Serat Optik, Overlay, Pemanfaatan Ruang Laut, RZWP-3-K, SIG. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mendorong 
peningkatan kebutuhan akan konektivitas internet, terutama di wilayah kepulauan. Jaringan 
serat optik bawah laut menjadi solusi strategis dalam mendukung pemerataan akses internet 
karena mampu menjangkau wilayah yang tidak terhubung dengan jaringan di darat tersebut 

(Susanti & Juwono, 2019). Namun, pembangunan infrastruktur ini perlu mempertimbangkan 

aspek legal dan tata ruang laut agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dengan 
sektor lain seperti perikanan, pelayaran, atau konservasi. 

Pada rencana pembangunan kabel serat optik bawah laut akan dilakukan di Provinsi Maluku, 
maka dari itu rencana pagmbangunan kabel serat optik perlu menyesuaikan dengan dokumen 
RZWP3K Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
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RZWP3K, setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, termasuk penggelaran kabel serat optik, 
wajib disesuaikan dengan zonasi yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis ini, Sistem 
Informasi Geografis (SIG) berperan penting dalam menganalisis kesesuaian ruang secara 
spasial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut 
terhadap rencana penggelaran kabel serat optik bawah laut dengan menggunakan SIG sebagai 
alat bantu analisis berbasis spasial. 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Tahapan Penelitian 
 Adapun diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

2.2  Data Penelitian 
Adapun data yang digunakan penelitian ini ialah data sekunder dari berbagai instansi dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Penelitian 

No. Jenis Data Sumber Tahun 

1 Peta RZWP3K Provinsi Maluku 
Skala 1:250.000 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Maluku 

2022 

2 Peta rencana kebel serat 
optik Shapefile (SHP) Skala 

1:50.000 

INPEX Masela Ltd. 2025 
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2.3 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepulauan Tanimbar yang berada di Provinsi Maluku, dan 
lokasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil dan Analisis Kesesuaian Pemanfataan Ruang Laut Terhadap RZWP3K 
Hasil overlay antara rencana kabel serat optik bawah laut dengan pola ruang dan struktur 
ruang RZWP3K Provinsi Maluku menunjukan adanya rencana kabel serat optik yang 
melintasi dan/atau berpotongan ditunjukan pada Gambar 3. Uraian dari kesesuaian 
pemanfataan ruang laut. Berdasarkan hasil overlay peletakan jalur kabel, rencana jalur 
tersebut berada di dalam koridor kabel bawah laut nasional, yang di antaranya melintasi 
wilayah sekitar Pulau Yamdena, Pulau Selaru, dan perairan selatan Kepulauan Tanimbar. 

 

Gambar 3. Peta Kesesuaian 

3.2 Analisis pemanfataan terhadap struktur ruang Maluku 
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038. hasil overlay  
indentity antara rencana jalur kabel serat optik bawah laut dengan pola ruang, diketahui 
bahwa jalur melintasi beberapa zona pemanfaatan ruang laut. Zona  pemanfataan pola 

720



 

 

Bale Dayang Sumbi Itenas, 1-4 Oktober 2025 

ruang melewati kawasan parawisata, pemanfataan air laut selain energi,kawasan perikanan, 
kawasan transportasi, area daratan serta area luar kawasan RZWP3K tersaji pada tabel 4.1. 

Tabel 2. Hasil indentity 

Pola Ruang 
Panjang Segmen 

(km) 

Keterangan 

Kawasan Pariwisata 6,757  

Kawasan Pemanfaatan Air Laut selain 
Energi 0,617 

 

Kawasan Perikanan 2,039  

Kawasan Transportasi 1,390  

(area daratan) 0,017  

(area luar kawasan RZWP3K) 158,096 kawasan luar RZWP3K 

 

Rencana jalur kabel serat optik yang melintasi pola ruang laut tercatat melewati empat 
jenis kawasan, yaitu kawasan pariwisata, kawasan pemanfaatan air laut selain energi, 
kawasan perikanan, dan kawasan transportasi. Selain itu, terdapat dua objek yang dilalui 
namun tidak termasuk dalam kawasan yang tercantum dalam dokumen RZWP3K Provinsi 
Maluku. Penggelaran kabel serat optik yang melewati kawasan pariwisata dan kawasan 
pemanfaatan air laut selain energi memerlukan izin pemanfaatan ruang laut sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  

Rencana pagelaran kabel serat optik bawah laut RZWP3K Provinsi Maluku. Hal tersebut 
berkaitan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038. bahwa rencana pagelaran kabel 
serat optik bawah laut pada aturan Perda dijadikan sebagai acuan dalam rencana 
pagelaran kabel bawah laut. Jika terdapat penyelenggaraan kabel bawah laut yang 
diizinkan,izin bersyarat atau tidak diizinkan, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. Adapun ketentuan ITBX disajikan pada tabel 
4.4  

Tabel 4.4 ketentuan ITBX 

No. Pola Ruang RZWP3K Panjang Segmen 

(km) 

Ketentuan ITBX 

1. Kawasan Pariwisata 6,757 Bersyarat 

2. Kawasan 

Pemanfaatan Air Laut 
Selain Energi 

2,039 Bersyarat 

3. Kawasan Perikanan 2,039 Diperbolehkan 

4. Kawasan Transportasi 1,390 Diperbolehkan 
 

Status bersyarat dalam keterangan tabel menunjukkan bahwa rencana pembangunan kabel 
pada zona tersebut harus melalui kajian tambahan serta koordinasi teknis dengan instansi 
sektoral terkait. Zona ini diklasifikasikan sebagai wilayah dengan kegiatan pemanfaatan 
ruang yang memiliki persyaratan tertentu. Artinya, untuk memperoleh izin atas suatu 
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kegiatan atau pemanfaatan ruang di zona tersebut, diperlukan pemenuhan berbagai 
persyaratan, baik yang bersifat umum maupun khusus, sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
Pada lintasan rencana pagelaran kabel serat optik  dengan total 168,9 km yang melewati 
tiap zona RZWP3K sesuai Perda Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018. Zona pariwisata dan 
pemanfaatan air laut lainnya bersyarat (memerlukan izin), sementara zona perikanan dan 
transportasi diperbolehkan. lintasan pada area luar kawasan RZWP3K (perlu verifikasi) 
sebesar 93,6%, yaitu wilayah laut terbuka yang belum terklasifikasi secara detail dalam 
dokumen RZWP3K. Selain itu, jalur kabel juga melewati beberapa zona dengan status 
berbeda, yaitu: 
• Kawasan pariwisata sebesar 4,00%, yang termasuk kategori bersyarat sehingga 

memerlukan izin teknis dan pengaturan pemanfaatan. 
• Zona pemanfaatan air laut selain energi sebesar 0,37%, juga berkategori bersyarat. 
• Kawasan perikanan sebesar 1,21% dan zona transportasi laut sebesar 0,82%, yang 

dikategorikan diperbolehkan dengan tetap memperhatikan aktivitas eksisting. 

3.3 Analisis pemanfataan terhadap struktur ruang 
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038. hasil overlay  
indentity antara rencana jalur kabel serat optik bawah laut dengan pola ruang, diketahui 
bahwa jalur melintasi beberapa zona pemanfaatan ruang laut. Zona  pemanfataan pola ruang 
melewati kawasan parawisata, pemanfataan air laut selain energi,kawasan perikanan, 
kawasan transportasi, area daratan serta area luar kawasan RZWP3K tersaji pada tabel 4.1. 

Tabel 2. Hasil intersect 

Struktur Ruang 
Koordinat Lokasi Perpotongan 

keterangan 

X (m) Y (m) 

Sistem Jaringan Energi (Jaringan 
Minyak & Gas Bumi) 

747590,135 9109770,268 
 

746164,576 9099627,257 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 
(Jaringan Tetap) 

745299,970 9104902,271 
 

Sistem Jaringan Transportasi (Alur 
Pelayaran Umum dan Perlintasan) 

748664,396 9113755,551  
 
 

 

748798,273 9113386,364 

748622,617 9113870,760 

747818,104 9110099,935 

748573,432 9114006,397 

748420,077 9114428,707 

748789,616 9113410,238 

748520,792 9114151,558 

Sementara itu, hasil analisis struktur ruang laut menunjukkan bahwa rencana kabel serat 
optik berpotongan dengan tiga unsur struktur ruang, yakni sistem jaringan energi 
(minyak dan gas bumi), sistem jaringan telekomunikasi (jaringan tetap), dan sistem 
jaringan transportasi (alur pelayaran umum dan perlintasan). Terdapat tiga lokasi 
koordinat yang menunjukkan titik-titik perpotongan antara jalur kabel dengan struktur 
ruang laut, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian 
dan keamanan pemanfaatan ruang laut pada titik-titik tersebut. 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang analisis kesesuaian pemanfaatan  ruang laut 
terhadap rencana jalur serat optik bawah laut sesuai dengan peta RZWP3K Provinsi Maluku. 
Rencana jalur kabel serat optik bawah laut melintasi kawasan pariwisata, kawasan 
transportasi, kawasan perikanan, dan kawasan pemanfaatan air laut selain energi sesuai 
dengan data pola ruang. Sesuai dengan aturan pada Perda No. 1 Tahun 2018 tentang 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038, 
diperlukan izin untuk melakukan penggelaran kabel serat optik yang melintasi kawasan 
pariwisata dan kawasan pemanfaatan air laut selain energi.Rencana jalur kabel serat optik 
bawah laut berpotongan dengan sistem jaring energi, sistem jaringan telekomunikasi dan 
sistem jaringan transportasi. Sesuai dengan aturan pada Perda No. 1 Tahun 2018 tentang 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038, 
diperlukan izin untuk melakukan penggelaran kabel serat optik yang berpotongan dengan 
jaringan transportasi, sedangkan kabel yang  berpotongan dengan jaringan energi dan 
jaringan telekomunikasi perlu diperhatikan  keselamatan dari kedua jaringan tersebut. 
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